
WALIKOTA KEDIRI 

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 45 TAHUN 2009

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN, PROSEDUR DAN TATA CARA

PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG MAKAN

BALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang a.  bahwa untuk memenuhi azas kesesuaian dalam peraturan perundang-

undangan, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan perubahan 

ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2009 

tentang Pemberian Uang Makan, Prosedur dan Tata Cara Permintaan 

serta Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil 

Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;

                    b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan 

Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemberian 

Uang Makan, Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran 

Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota 

Kediri.

  Mengingat 1.   Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 

1999 (Lembaran Negara Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3890)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kineqa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 

Nomor 25,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2009;

13.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri 

Tahun 2006 Seri A Tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 

(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 10 ) ;

14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran 

Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan   PERATURAN W ALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 9 TAHUN 2009 

TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN, PROSEDUR DAN TATA 

CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG MAKAN BALI 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 

KEDIRI.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2009 tentang 

Pemberian Uang Makan, Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang 

Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri diubah, sehingga 

keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :



"Pasal 4

Uang makan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang

a. Tidak hadir kerja;

b. Sedang menjalankan pedalanan dinas luar daerah

c. Sedang menjalani cuti ;

d. Sedang menjalani tugas belajar ;

e. Sebab-sebab lain yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tidak hadir kerja.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 2 September 2009

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR
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WALIKOTA KEDIRI 


PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 45 TAHUN 2009


TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN, PROSEDUR DAN TATA CARA
PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG MAKAN
BALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI


WALIKOTA KEDIRI,


Menimbang  a.  bahwa untuk memenuhi azas kesesuaian dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan perubahan ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemberian Uang Makan, Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;


                      b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemberian Uang Makan, Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri.


  Mengingat  1.   Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);


 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);


4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);


5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);


6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);


7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);


8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);


9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineqa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);


10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;


11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;


12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri A Tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10 ) ;


14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.


MEMUTUSKAN :


Menetapkan   PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN, PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG MAKAN BALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.


Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemberian Uang Makan, Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :


"Pasal 4


Uang makan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang


a. Tidak hadir kerja;


b. Sedang menjalankan pedalanan dinas luar daerah


c. Sedang menjalani cuti ;


d. Sedang menjalani tugas belajar ;


e. Sebab-sebab lain yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tidak hadir kerja.


Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada  tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.







Ditetapkan di Kediri








pada tanggal 2 September 2009








WALIKOTA KEDIRI,









ttd








H. SAMSUL ASHAR

